
Mengenal Peran & Bentuk Keuangan
Mikro Syariah



Surplus Spending Unit
Customers/Investors

Deficit Spending Unit

Micro Finance Pawn Shop

Social

Social
Sector

Capital Market

Forex Market

Insurance

Pension Funds

Finance 
Companies

Banking

Entrepreneurs

LINKAGE

ZISWaf

ZISWaf

Micro-Small Ent.

Poorest of the Poor

Investment

Investment

Market

Intermediary Agent
FUNGSI KEUANGAN 

SYARIAH



Peran Keuangan Mikro
bagi Sektor Usaha Mikro-Kecil

Sumber: KemenkopUMKM, 2021



4Perkembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia 
• Menjelaskan sejarah munculnya praktik keuangan mikro di Indonesia 
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salah satu pendiri Kopwan SBW
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The Absence of 
Formal Fin. 

Institution due to 
High Risk in SMEs –
Serrano-Cinca dan

Gutierrez-Nieto, 2014

Information production –
Diamond (1984), Boyd dan

Prescott (1986)
Asymmetric information –
Barboza dan Trejos (2009)

Akerlof (1970) Lenders-Borrowers 
Relationship – Behr et al

(2011)

According to the theory of financial
intermediation, the provision of 
credit access is influenced by the 
ability of banks to acquire 
information about borrowers

Local Knowledge – Stiglitz (1990)

Lending MFIs

Role of MFI – Callaghan et al, 2007; 
Barboza and Trejos, 2009; Behr et al, 

2011; Shankar, 2013

Mission Drift tendency 
– Morduch, 2000; Von 

Pischke, 1996; dan Brau
dan Woller, 2004



Indonesia termasuk negara yang memiliki ragam 
lembaga dan variasi pelayanan keuangan mikro 
yang relatif banyak. Ragam lembaga yang 
memberikan pelayanan keuangan mikro, baik 
lembaga keuangan formal maupun nonformal, 
baik lembaga yang dimiliki pemerintah maupun 
swasta, baik yang menggunakan prinsip 
konvensional maupun syariah. 
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Bentuk IKM 
Syariah

Perbankan Adat Koperasi LKM Daerah

BPR BPRS LPN LPD KSP/USP KSPPS/ 
USPPS

BMT/ 
BTM

BKD BKK LDKP

Definisi BK tingkat
Provinsi

BS tingkat
Provinsi

Lembaga simpan
pinjam tingkat
nagari di Sumbar
(Minangkabau)

Lembaga simpan
pinjam tingkat
desa adat
(Pekraman) di
Bali

Koperasi
Simpan
Pinjam

Koperasi
Simpan Pinjam
Pembiayaan
Syariah

Lembaga
Keuangan
Mikro
Syariah

Badan
Kredit
Desa

Badan
Kredit
Kecamatan

Lembaga
Dana dan
Kredit
Pedesaan

Landasan
Hukum

UU No 10 
th 1998

UU No 10 
th 1998
& UU No 21 
th 2008

Perda Propinsi
Sumbar No 1 th
1982 & UU No 1 
th 2013

Perda Propinsi
Bali No 4 th
2012 & UU No 1 
th 2013

UU No 25 th
1992

UU No 25 th
1992
& Permenkop 
dan UKM No. 
16 th 2015

UU No 1 th
2013

UU No 1 
th 2013

UU No 1 th
2013

UU No 1 th
2013

Otoritas OJK OJK Pemda Sumbar Pemda Bali Kemenkop & 
UMKM

Kemenkop & 
UMKM

OJK OJK OJK OJK

Badan Hukum PT PT Lembaga
Keuangan Adat

Lembaga
Keuangan Adat

Koperasi Koperasi Koperasi PD atau
Koperasi

PD PD

Jumlah 1468 164 Na 
(awal 750)

1428* 106.829* 4.169 80 3500-an* na na

Bentuk Institusi Keuangan Mikro Syariah Indonesia (non-pemerintah)



Pasal 39 UU 1 th 2013



Status Badan Hukum BMT

92%

2%

5%

1%

Status Badan Hukum BMT 

Koperasi

Yayasan

Belum
Berbadan
Hukum

Lainnya

Status badan hukum BMT 
yang berada di Pulau Jawa 
berdasarkan hasil survey di 
dominasi oleh Koperasi 
(92%), dan selainnya ada 
yang belum berbadan 
hukum, yayasan, dan lainnya. 
Salah satu alasan BMT yang 
belum berbadan hukum 
dikarenakan BMT tersebut 
berbentuk KUBE, KSM dan 
lainnya.



Model Bisnis KSPPS BMT Beringharjo, Yogyakarta 13



Model Bisnis KSPPS BMT Tamzis 



Model Bisnis Credit Union (KSP) Pancur Kasih, Pontianak



Model Bisnis Lumbung Pitih Nagari (LPN), Sumatera Barat
16





Model Bisnis Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bali
18





Baitut Tamkin Tazkia Madani, Bogor Baitut Tamkin Lumbung Bersaing, Lombok

Baitul Ikhtiar, Yayasan Peramu Bogor



Kunjungan ke Wisma BTPN

Wisma BTPN
Gang Sapuran No 2B, RT 02 RW 04

Kec. Samoja, Kel. Batununggal
Kota Bandung



Memberdayakan Jutaan Keluarga Pra / 
Cukup Sejahtera

BTPN Syariah (spin-off 2014) yang secara
khusus difokuskan melayani segmen tunas
usaha rakyat, dengan tujuan memberdaya-
kan jutaan keluarga pra/cukup sejahtera
meraih kehidupan yang lebih baik dengan
membangun empat perilaku kunci, yaitu :

Berani Berusaha, Disiplin, Kerja
Keras, dan Saling Bantu (BDKS).

Produk Unggulan UMKM



Manajer Sentra (MS) Wakil Manajer Sentra (WMS)

Pembina Sentra (PS)

Dalam 1 wisma BTPN dihuni 6 orang pegawai, perempuan semua!!



Pembiayaan mencapai 2,062 Miliar Nasabah PYD mencapai 1295 ibu2

Sudah melakukan 264 pelatihan

Sudah melakukan 488 silaturahim 
dg aparat dan 4731 mini meeting 

dg kelompok ibu2!!!

Capaian kerja Wisma dalam kurun waktu 1 tahun..



Training & Financing MonitoringAssessment

Pembiayaan Tunas Usaha Rakyat – BTPN

Wisma BTPN
Syariah

Data Statistik: Populasi 
Penduduk, KK, KK pra-

sejahtera

Target: Lokasi dan 
Nasabah

SDA: Silaturahim Dengan Aparat

SW: Survey dan Wawancara – MAP: 
Memo Analisa Pembiayaan

PM: Project Meeting – bersama 
kelompok masyarakat potensial

MM: Mini Meeting – Sosialisasi ke 
kelompok-kelompok masyarakat

LLS: Lolos – dinilai berdasarkan 
MAP

PDK: Pelatihan Dasar 
Keanggotaan

P3: Pelantikan dan Pencairan 
Pembiayaan – Pembukaan 

Rekening

MU: Monitoring Usaha

DO: Drop Out

SV: Surprise Visit

PRS: Pertemuan Rutin Sentra



Wisma Pabuaran Serang

Pembiayaan Tunas Usaha Rakyat – BTPN

Wisma BTPN

Data Statistik: Populasi 
Penduduk, KK, KK pra-

sejahtera

Target: Lokasi dan 
Nasabah

Wisma merupakan sentra pelayanan dan pembinaan masyarakat yang dikelola 
oleh 1 orang Manajer Sentra (MS), 1 orang Wakil Manajer Sentra (WMS) dan 4-6 
orang Pembina Sentra (PS). Tugas pertama yang dilakukan oleh Wisma tersebut 
adalah: (i) mendapatkan data statistik masyarakat; (ii) menetapkan target lokasi 
dan nasabah

Wisma Pabuaran Serang Wisma Purwakarta

Wisma Patrol Indramayu



Assessment

Pembiayaan Tunas Usaha Rakyat – BTPN

SDA: Silaturahim Dengan Aparat

SW: Survey dan Wawancara – MAP: 
Memo Analisa Pembiayaan

PM: Project Meeting – bersama 
kelompok masyarakat potensial

MM: Mini Meeting – Sosialisasi ke 
kelompok-kelompok masyarakat

LLS: Lolos – dinilai berdasarkan 
MAP

Setelah menetapkan target wisma melakukan rangkaian 
tahapan assessment; (i) silaturrahim dengan aparat seperti 
RT/RW/Kelurahan dan lain-lain untuk menjelaskan maksud 
dan tujuan keberadaan wisma; (ii) mini meeting 
mensosialisasikan Paket Masa Depan Wisma kepada 
kelompok masyarakat khususnya ibu-ibu; (iii) project meeting 
bersama kelompok masyarakat potensial atau yang berminat 
pada Paket Masa Depan Wisma; (iv) Survey dan wawancara 
kepada calon nasabah dengan melengkapi Memo Analisa 
Pembiayaan (MAP); (v) Lolos berdasarkan penilaian MAP 



Mini Meeting Di Wilayah Kec Patrol

Mini meeting yang dilakukan di Kec. Pabuaran



Training & Financing

Pembiayaan Tunas Usaha Rakyat – BTPN

PDK: Pelatihan Dasar 
Keanggotaan

P3: Pelantikan dan Pencairan 
Pembiayaan – Pembukaan 

Rekening

Setelah assessment dilakukan calon nasabah yang lolos akan 
mengikuti tahap: (i) Pelatihan Dasar Keanggotaan selama 5 
hari dengan materi standard dalam program Paket Masa 
Depan; (ii) Pelantikan bagi peserta pelatihan yang lulus; (iii) 
Persetujuan pembiayaan dengan memasukkan peserta yang 
lulus dalam aplikasi pembiayaan; (iv) Pencairan pembiayaan 
jual-beli (murabahah) dengan wajib menabung sebesar 10% 
dari dana pencairan 



Monitoring

Pembiayaan Tunas Usaha Rakyat – BTPN

MU: Monitoring Usaha

DO: Drop Out

SV: Surprise Visit

PRS: Pertemuan Rutin Sentra

Setelah tahapan pencairan, tahapan 
selanjutnya adalah Monitoring: (i) 
mengunjungi lokasi usaha nasabah untuk 
memonitoring penggunaan dana dan 
kesesuaian penggunaan dana; (ii) pertemuan 
rutin sentra yang dilakukan 1 kali dalam 2 
minggu; (iii) surprise visit yang dilakukan 
sewaktu-waktu atas sampling nasabah untuk 
mendapatkan informasi objektif kondisi 
usaha nasabah; (iv) drop out bagi nasabah 
yang tidak ingin melanjutkan pembiayaan

Form Monitoring Usaha



Pertemuan Rutin Sentra di Sentra Kadu Bebek Pertemuan Rutin Sentra Kadu Garen



terima kasih
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